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BUPATI BUOL.

Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang
Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Daerah
dapat menenma Hibah Daerah;
b. bahwa hibah Pemerintah Pusat kepaaa Daerah yang
Motanang (PDAM) dipergunakan untuk pemasangan
sambungan rumah bagi masyarakat berpenghasilan
rendah yang bertujuan menyelenggarakan kemamfaatan
umum berupa penyediaan sarana air bersih yang

bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat;



Mengmgat

1.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (2
Peraturan Pemermtaii JNomor 12 Tahun 2019 Tentang
Pengeioiaan Keuangan Daerah aaiam hai remerintah
setvatenn cuvenn xiAev v eih Jitdrn  pidrCHEIA  MHAXTD
mw>lphiMi  ryprt\rpTtaart Modal \mn2 tdV Hit temlron

Pemerintah Daerah melakukan Perubahaan Peraturan
Daerah Mengenai Penyertaan Modal Perusahaan Daerah
sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam Jtiuruf a, huruf b dan huruf c periu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubanan Keaua
Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang
Penyertaan Modal  Pemerintah Daerah Kepada

Perusahaan Daerah Air Minum Motanang.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kepubiik

maonesia lanun i*46;

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan

Kabupaten Banggai Kepuiauan (Lembaran Negara
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sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Kepubiik Indonesia Momor 11 'Tahun 2000 tentang
rerubahan Atas Unaang-Undang Repubiik Inaonesia
Nomor 51 Tahun 1999 tentangPembentukan Kabupaten
Buol Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai
Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3966);

[Indanpr-IlIndane Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubiik
Induucdia iluiuii auid iiullini 6%, icdifucuiaii ucmidaiau

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

ueraturan t'emerintah Nomor 54 lahun 2017 tentang
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Tnnnooia TaVrn 0017 Neymnr .. w, TemKoVian Temliaran
Nppara Renublik Tndonesia Nomnr 6173]:

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL

dan
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Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
MOTANANG.
Pasal I

Beberaspa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7
Tahun 2016 Leniang Peiiyei Laan Moual reinerinLah Daeiali
amastd  1viagiaacl WavnaA K AMEE  soemesy
(L-embaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2016 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Buol Nomor 7)
sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4
Tahun 2019 tentang Perubahaan atas Peraturan Daerah
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum
Motanang (Lembaran Daerah Kabupaten Buoi Tahun 2019
Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buoi

Fomor 4) diubah sebagai beiikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunvi sebagai

berikut :
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Pasal 3

Besaran dana penyertaan modal Daerah kepadan

PDAIv] diutetapkan sebesar Rp23.000.000.000,00 faua

puluh tiga miliar mpiah) yang terdin "an.

a. modal dasar yang mempakan penyertaan modal
langsung Pemerintah Daerah sebesar
Rp9000.000.000.00(Sembilan miliar rupiah); dan

b. modal dasar yang merupakan program pemerintah
pusat dalam rangka pemasangan saluran bagi
mayrakat berpenghasilan rendah sebesar
Rpl13.000.000.000.00 (tiga belas miliar rupiah).

2. ketentuan Ketentuan ayat (2) pasal 4 ditambahkan 1

(satu) hurufyakni nuruf e, sehingga rasal 4 berbunyi

ocuagai ucxm.ulL .

Pasal 4
(I) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada
PDAM dilakukan selama 4 (empat) Tahun yaitu :
a. tahun 2017 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga

miiiar iima ratus juta rupiah);
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miliar rupiah);

c. tahun 2019 sebesar Rp2000.000.000,00 (dua
miliar rupiah ); dan

d. tahun 2020 sebesar Rp 1.500.000.000.00(satu

miliar lima ratus juta rupiah.
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(2) Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM yang
bersumber dan tiibah pemenntah pusat daiam
rangka Femasangan sambungan rumah bagi
maS>OJLCUVAL * ULLJU-JgILALGiEAL  IVIIIAA)J * UUCUVUIVCUL
selama 4 (empat) Tahun yaitu :

a. tahun Anggaran 2017 sebesar
Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus
juta rupiah );

b. tahun Anggaran 2018 sebesar
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

c. tahun Anggaran 2019 sebesar
Rp3.000.000.000,00 (tiga miiiar rupiah);

cl. Perubahaan anggaran penaapatan belanja
daerah tahun 2019 Rp3.000.000.000,00 (tiga
miliar mrtipViU

d. tahun 2020 Anggaran 2020 sebesar
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

dan
e. perubahaan anggaran pendapatan belanja
daerah tahun 2020 sebesar

Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
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Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai beriaku pada tanggai

diundangkan.
Agar setiap orang mengetaliuinya, memenntahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol
pada tanggal 25 Agustus 2020

Diundangkan di Buol
pada tanggai,25 Agustus 2020

PTIIN,,
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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2020 NOMOR 13
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PENJELASAN
ATAS
RANWVINGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016

IV [°a
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TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM MOTANANG

pomrarrorgsn Geoied WIS e mdos raieern  nfnlr
mpnincrkfltkfln krspiflhterafiri rakvat Tdntuk itu diperlukan upaya
dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna menopang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sumber-sumber PAD
antara lain dapat digali dari keuntungan yang diperoleh Badan Usaha
Milik Daerah yang didirikan dengan cara memisahkan sebagian harta
kekayaan daerah untuk dimasukkan sebagai modal ke dalam Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD).

Sehubungan dengan itu, sesungguhnya usaha aan kegiatan
CKOiiwiiii uciciaual jciiig wuuiouiiiuci ddctil naoii iHwiviiy LCian ucijaian
sgjsJk Ism3.. Eksistensi HUMD dibcntuk berds.sgrk3.tt Utidsng-Undsng
Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, yang diperkuat
oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan di Daerah. Tujuan dibentuknya BUMD tersebut adalah

untuk melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan jasa

I'fan Sesuafcpengan Aslinya
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II.

kepada masyarakat, penyelenggaraan kemanfaatan umum dan
peningkatan penghasilan Pemenntati Daerah.

Dengan berpeaoman paaa Peraturan reinerintah Republik
wivuitcoitt nuiiin: &L icuiwe Ohi7 Tentang Badan Usaha Milik Daerah
sehubungan dengan Program Pemerintah pusat tentang hibah
kepada Pemerintah Daerah pemasangan sambungan saluran rumah
bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sehingga Dana
penyertaan Modal kepada PDAM bersumber dari Program hibah
Pemerintah Pusat dalam rangka program Pemasangan Rumah bagi
Masyarakat berpenghasilan rendah.

Berdasarkan Penetapan Menteri keuangan RI Momor S-
21/MK.7/2U20 tanggal 8 Apnl 2U2U Tentang Penetapan Pembenan
hibah untuk program Hibah air minum Perkotaan aari sumber aana
i oiioiimaan Tahun 2020 sebesar Rpl.500.000.000.00 (Satu Miliar
Lima Ratns .Tn+p)\ vana Halam Pprafnran HapraVi Mnmnr V TaVnir-i
2019 Tentang Perubahaan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun
2015 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada
Perusahaan Daerah Air Minum Motanang Tahun 2020 sebesar
Rp500.000.000.00 (Lima Ratus Juta Rupiah) sehingga dalam
Perubahaan APBD Tahun 2020 disertakan Modal sebesar
Rp 1000.000.000.00 (Satu Miliar Rupiah).
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Pasal 3
Cukun ielas.
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Pasal 4
Cukup jelas.
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